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BUPATIJEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 54 TAHUN 2015 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011  tentang Pajak 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587; sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomnor 5679) 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4375); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2006 Nomor 10,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 1  Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 7); 

13.Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan 
Bendahara Penerima Pembantu (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2013 Nomor 203) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 
Tahun 2013 Tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, 
Bendahara Penerima Dan Bendahara Penerima Pembantu 
Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 276). 



MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I .  Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

.•. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 

unsur Penyelenggara 
urusan Pemerintahan 

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
Pajak Daerah. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang 
Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang .• d.engan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari 10 (sepuluh). 

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

10.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

1 1 .  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 



yang selanjutnya disingkat SKPDN 

g menentukan jumlah pokok pajak sa: .a 

ak, atau pajak tidak terutang dan tidak 

Darrah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
pajak dan atau sanksi administrasi berupa 

Peer.sa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pee-ban kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk 
.......:: dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang 

Lagan perpajakan daerah. 

rat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
=ah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
ek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

BAB II 

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan. ··· · 

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah fasilitas 
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, 
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola 
Hotel. 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
adalah: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah; 

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d . jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 
asuhan, dan pan ti sosial lainnya yang sejenis; dan 

I 

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 
Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Pasal 3 

• Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 
pernbayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 
Hotel. 



BAB III 

D 5RPENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 4 

Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 
r kepada Hotel. 

Pasal 5 

tel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

Pasal 6 

an pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 

sebegairmana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 7 

. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas 
pembayaran yang dilakukan kepada hotel. 

2] Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disediakan oleh Wajib 
Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh 
Pemerintah Daerah. 

d 

• 

(3) Bentuk Bukti Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa 
Nota/Bill atau yang dipersamakan. 

.. . 

(4) Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register wajib memasukkan 
program pengenaan Pajak Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada 
konsumen diberikan nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya. 

BAB lV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 8 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hotel berlokasi. 

BAB V 

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN 
SAAT PAJAK TERUTANG 

r 

Pasal 9 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan l(satu) bulan 
dalam tahun takwim. 

Pasal 10 

Tahun Pajak adalah jangka waktu l(satu) tahun takwim. 

Pasal 1 l  

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada Hotel. 
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BAB VI 

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

(I Bagi Wajib Pajak baru sebelum dilakukan pengisian SPTPD dilakukan 
pendaftaran oleh petugas sesuai dengan formulir pendaftaran. 

I Apabila pengisian formulir benar dan lampirannya lengkap, selanjutnya 
dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta dibuatkan kartu Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

3) Apabila pengisian belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya 
dikembalikan kepada wajib pajak unruk dilengkapi. 

4 Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD). 

5) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD. 

(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan 
disampaikan kepada Bupati. 

(7) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 
(lima betas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(8) Pajak hotel dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar 
sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai. 

(9) Setiap wajib pajak yang melakukan p.embayaran dengan membayar 
sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 
pajak terutang dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) 

(10) Setiap wajib pajak hotel yang tidak mengisi SPTPD bagi wajib pajak, maka 
diterbitkan SKPD secara jabatan yang penetapan pajaknya dilakukan 
secara jabatan 

( 1 1 )  Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Bupati dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDN. 

(12) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  huruf a diterbitkan: 

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 

b. apabila SSPD tidak disampaikan kepada Bupati dalamjangka waktu 14 ( 
empat belas) hari kerja sejak pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
kepada Hotel, setelah ditegur secara tertulis tertentu tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditenrukan dalam surat teguran, dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 



c. apabila kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang k:urang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

(13) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  huruf b diterbitkan 
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  huruf c diterbitkan apabila 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  huruf a dan huruf b tidak a tau tidak 
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu l (satu) bulan, ditagih dengan 
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% 
(dua persen) sebulan. 

(16) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (13 )  tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(17 )  Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  didelegasikan 
pada Kepala Dinas. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1 )  Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, 
sesuai waktu yang ditentukan dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain atau yang ditunjuk atau 
dipungut oleh petugas pajak, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas 
daerah lewat bendahara penerima pada Dinas. 

(3) Bendahara penerima berkewajiban menyetorkan penerimaan ke kas daerah 
pada pos dan rekening yang sudah ditentukan, selambat-lambatnya dalam 
waktu 1 x 24 jam. 

(4) Penyetoran Penerimaan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 
1 x 24 jam sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan : 

a. kriteria berdasarkan jarak ke tempat penyetoran melebihi 25 Km (dua 
puluh lima kilometer), penyetoran dilakukan 1 (satu) hari kerja 
berikutnya; 

b. kriteria berdasarkan kondisi geografis adalah kondisi wilayah yang 
terisolir, kepulauan dan cukup sulit dijangkau khususnya Kecamatan 
Karimunjawa, penyetoran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
berikutnya; 



.•. 

c. kriteria berdasarkan besaran nominal penerimaan adalah nilai nominal 
dibawah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, penyetoran dapat 
dilakukan paling larnbat 1 (satu) hari kerja berikutnya; 

d. kriteria berdasarkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada hari libur 
yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka 
penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 14 

(1 Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2' Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan 
penetapan untuk mengangsur pajak. 

3) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan 
pada Kepala Dinas. 

(4) Permohonan angsuran pajak Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan 
yang jelas dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak 
saat terutangnya Pajak Hotel. 

(5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
dilakukan secara teratur dan maksimal angsuran 3 (tiga) kali pembayaran 
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua porsen) per bulan dari jumlah 
pajak yang belum atau kurang bayar. 

(6) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat memberikan 
keputusan untuk menunda pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan dengan 
dikenakan bungan 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kurang bayar. 

(7) Permohonan penundaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (5) 
diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan 
Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. 

(8) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Hotel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diajukan dengan 
melampirkan : 
a. fotocopy identitas pribadi; 
b. fotocopy SSPD. 

(9) Kepala Dinas dapat menolak dan/atau menyetujui permintaan Wajib 
Pajak atas pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Hotel. 

(10) Persetujuan dan penolakan pembayaran angsuran dan penundaan Pajak 
Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas, paling lama 15 (  lima belas ) hari kerja sejak permohonan 
diterima secara lengkap dan benar. 

Pasal 15 

Setiap pembayaran Pajak Hotel diberikan tanda bukti pembayaran berupa 
SSPD dan dibukukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. 

BAB VU! 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 



.•. 

Pasal 16 

(l) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh ) hari 
sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi 
pajak yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 17 

(1)  Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu sebagaimana ditentukan dalarn Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 2 1  (dua puluh satu ) 
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis disampaikan, Bupati segera menerbitkan surat paksa. 

Pasal 18 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 

jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 19 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang 
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan 
pelelangan. 

Pasal 20 

Setelah Dinas menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, 
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

BAB IX 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 21  

( 1 )  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan 
pembebasan Pajak Hotel kepada Bupati; 

(2) Keringanan dan pengurangan Pajak Hotel kepada wajib pajak dengan 
mempertimbangkan: 

a. kegiatan terkena bencana; 

b. kemampuan membayar wajib pajak; 

c. kegiatan obyek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program 
- ----=---1... 
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(3) Pembebasan Pajak Hotel dapat diberikan kepada wajib pajak dengan 
mempertimbangkan: 

a. operasional kegiatan pada 3 (tiga) bulan pertama; 

b. kegiatan terkena bencana. 

Pasal 22 

(l Permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hotel sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 1  diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertakan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak saat terutangnya Pajak Hotel. 

, Permohonan pengurangan keringanan Pajak Hotel sebagaimana dlmaksud 
pada ayat ( 1), harus dilampiri : 

a. fotocopy SSPD; 

b. fotocopy dokumen Pajak Hotel; 

c. fotocopy KTP atau identitas lainnya; 

d. apabila Wajib Pajak tidak bisa memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena keadaan diluar 
kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan 
keadaan tersebut. 

Pasal 23 

( 1 )  Besarnya keringanan dan pengurangan Pajak Hotel yang dapat diberikan, 
ditetapkan sebagai berikut : 

a. paling banyak sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pajak yang 
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  
ayat (2) huruf a dengan ketentuan dampak bencana ringan; 

b. paling banyak sebesar 50 % ( Lima puluh persen ) dari pajak yang 
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  
ayat (2) huruf a dan huruf b dengan ketentuan dampak bencana 
sedang; 

c. paling banyak sebesar 75 % ( tujuh puluh Jima persen) dari pajak yang 
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 1  ayat (2) 

huruf c. 

Pasal 24 

( 1 )  Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hotel 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tig@..) bulan sejak diterimanya 
permohonan secara lengkap dan benar. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa mengabulkan 
sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak. 

(3) Apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
keputusan belum diberikan maka permohonan pengurangan dan 
keringanan Pajak Hotel dianggap dikabulkan. 
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-.Besaran pengurangan dan keringanan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud 
pada ayat [3) diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 secara maksimal. 

Pasal 25 

( I  Keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau keringanan pajak 
diberikan oleh Bupati dalam hal pajak terutang lebih dari Rp. 5.000.000, 

lira juta rupiah ). 

2 Keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau keringanan pajak 
dalam hal pajak diberikan oleh Kepala Dinas dalam hal pajak yang 
terutang paling banyak Rp. 5.000.000,- (  lima juta rupiah ) .  

Pasal 26 

I'Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan dan 
keringanan Pajak Hotel sebelum melakukan pembayaran dan membayar 
Pajak Hotel terutang sebesar perhitungan. 

l2 Ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dilakukan setelah 
mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

BABX 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 27 

(1)  Bupati karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: 

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak; 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam ha! sanksi tersebut 
dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak. 

(2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  didelegasikan pada 
Kepala Dinas. 

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1 )  harus disampaikan 
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD dengan memberikan alasan yang jelas. 

(4) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 
sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, sudah harus memberikan 
keputusan. 

5) Apabila setelah lewat wakru 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) 
Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 



BAB XI 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 28 

(I)Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan dan pencatatan. 

21 Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  harus dilakukan secara 
tertib, teratur dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 
secara umum. 

(3) Untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan 
.•. 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan daerah, petugas pajak daerah dapat melakukan pemeriksaan 
pada wajib pajak. 

(4) Pemeriksaaan pajak oleh tim pemeriksa pajak daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) bisa dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada wajib pajak. 

(5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas: 

a. menguji kewenangan kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak; 

b. memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak yang 
tercantum dalam SSPD Pajak Hotel; 

c. menandatangai SSPD Pajak Hotel yang telah diverifikasi. 

(6) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek Pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 29 

(1 )  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas :  

SKPDKB; 
SKPDKBT; 
SKPDLB; 
SKPDN; 
Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2 Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  harus 
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yangjelas. 

a. 
b. 

c. 

• 
d. 

l 
e. 



(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau 
pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila 
Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, 
sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan 
keberatan dianggap dikabulkan. 

(6] Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat diajukan 
apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit yang telah disetujui oleh 
Wajib Pajak. 

(7Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat l , ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

Pasal 30 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan 
keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diajukan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dan surat 
keputusan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar 
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan 
banding. 

Pasal 31  

(1 )  Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga dimaksud pada ayat (1)  dihitung sejak bulan pelunasan 
sampai diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam ha! permohonan banding di tolak atau dikabulkan sehingga Wajib 
Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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BAB XIII 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 32 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan 
sekurang-kurangnya : 

a. Nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. Masa Pajak; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; 
d. Alasan yang jelas. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sudah harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, 
Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu} bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pajak. 

Pasal 33 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) pembayarannya 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga 
berlaku sebagai bukti pembayaran . 

BAB XIV 

KADALUW ARSA 

Pasal 34 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima} tahun terhitung sejak saat terutangnya 
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah. 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan S r a t  Tear A. c- ---- n  



b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
2) huruf b. adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat [2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

.•. atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. 

BAB XV 

PENGAWASAN DAN SENGKETA 

Pasal 35 

(1 )  Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan lnstansi terkait 
lainnya. 

(2) Dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel, 
maka Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan Penyelesaian 
Sengketa Pajak Daerah. 

Pasal36 

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 

BUPATI JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

SHOLIH 

RFRITA DAFRAH KARIIPATEN .IEPARA TAHUN 2015 NOMOR 



b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
2 huruf b. adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

.•. 

5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. 

BAB XV 

PENGAWASAN DAN SENGKETA 

Pasal 35 

(1 )  Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait 
lainnya. 

(2) Dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel, 
maka Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan Penyelesaian 
Sengketa Pajak Daerah. 

Pasal 36 

Dalam ha! terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlakus 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 15 Desember 2015 

I 

- AHMAD M. UQI 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 15  Desember 2015  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BERITA D KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 54 


